BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.4.1/Kep. 34BKPSDM/2026
TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR PROGRAM FELLOWSHIP ORTHOPAEDI DAN
TRAUMATOLOGI ORTHOPAEDIC SPINE RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. HASAN SADIKIN ATAS
NAMA dr. TAUFAN HERWINDO DEWANGGA, Sp.OT NIP 19861025 202203 1 002 PANGKAT

PENATA MUDA TK.I, GOLONGAN/RUANG III/b JABATAN DOKTER AHLI PERTAMA PADA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan
kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan dan
meningkatkan pengetahuan serta keterampilan melalui Tugas
Belajar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Mahasiswa Tugas Belajar Program Fellowship Orthopaedi dan
Traumatologi Orthopaedic Spine Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Hasan Sadikin Atas Nama dr. Taufan Herwindo Dewangga,
v Sp.OT Nip 19861025 202203 1 002 Pangkat Penata Muda Tk.I,
Gol/Ruang IlI/b Jabatan Dokter Ahli Pertama pada Rumah Sakit
Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);



Memperhatikan
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KEEMPAT

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Bupati Cirebon  Nomor 73 Tahun 2017
tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2017 Nomor 73).

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember
2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui Jalur
Pendidikan;

2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Nomor 800.1.4.1/820/SDK/2026 tanggal 17 Maret 2026 Perihal
Surat Pengantar Permohonan Surat Keputusan Tugas Belajar;

3. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 800. 1.4.1 /8749 /PKA
tanggal 21 November 2025 Perihal Rekomendasi;

4. Surat Pemanggilan Peserta Nomor TK.02.04/D.XIV.4.2.1/37377/
2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Pemanggilan Peserta
Program Fellowship di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

MEMUTUSKAN :

Mahasiswa Tugas Belajar Program Fellowship Orthopaedi dan
Traumatologi Orthopaedic Spine Rumah  Sakit Umum Pusat
Dr. Hasan Sadikin Atas Nama dr. Taufan Herwindo Dewangga, Sp.OT
Nip 19861025 202203 1 002 Pangkat Penata Muda Tk.I, Gol/Ruang
III/b Jabatan Dokter Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah
Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada D1ktum KESATU
menjadi tanggungan yang bersangkutan.

Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan dibebastugaskan dari jabatan dan/atau tugas
kedinasan sehari-hari selama maksimal 1 (satu) tahun atau 2 (dua)
semester serta diberhentikan tunjangan yang berkaitan dengan
jabatannya.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Lembaga
Penyelenggara Pendidikan ternyata yang bersangkutan belum dapat
menyelesaikan pendidikan, diberikan kesempatan perpanjangan paling
lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.



KELIMA : Setelah masa pendidikan berakhir, wajib melaporkan diri kepada
Bupati Cirebon dan menyerahkan laporan hasil pendidikan melalui
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah lulus.

KEENAM :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Juni 2926
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Tembusan:

Yth. Gubernur Jawa Barat;

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

Yth. Direktur Utama RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.
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